PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 7 TAHUN 2005
TENTANG
PENGENDALIAN DAN REHABILITASI LAHAN KRITIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa kondisi lingkungan Jawa Barat telah menunjukan
kecenderungan terus menurun karena proses pemulihan alami
tidak dapat lagi mengimbangi tekanan perkembangan, sehingga
dapat mengancam keberlanjutan peningkatan kualitas kehidupan
masyarakat;

b. bahwa perlu ada tekad yang bulat dan upaya yang sungguh-
sungguh untuk menciptakan kawasan lindung seluas 45% dari
luas seluruh wilayah Jawa Barat agar dapat menjamin
berlanjutnya perkembangan kehidupan, sehingga perlu dilakukan
pencegahan dan pemulihan lahan kritis;

c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada
pertimbangan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan
pengaturan yang dapat memadukan arah dan
mengkoordinasikan langkah yang dituangkan dalam Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengendalian dan
Rehabilitasi Lahan Kritis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3419);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Sistem Budidaya
Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3478);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3501);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); http:/fwww.bphn.go.idf
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7. Ondang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3888) Jo. Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

8. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

9. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4411);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437);

11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4443);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 .1 ahun 1982 tentang Tata
Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3293);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1997 tentang Sungai
(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3441);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 199§ tentang Flak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Flak Pakai atas Tanah
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3643);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban
dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Tahun
1998 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3745);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan
Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara
Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3776);

19. Peraturan Pemerinftah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang
Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi BioMassa
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 260, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4068);
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Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang
Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup
yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4076);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan
Hutan dan Pengawasan Kawasan Hutan (Lembaran Negara
Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4206);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Dana
Reboisasi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4207);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2007 tentang Hutan Kota
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4242);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang
Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 67);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 146,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453);

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung;

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2
tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi
Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 1996
Nomor 1 Seri C);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun
2000 Nomor 3 Seri D);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor [19 Tahun 2007
tentang Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Tahun 2001
Nomor 2 Seri C) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
8 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan
(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);
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35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2004
tentang Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun
2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN REHABILITASI
LAHAN KRITIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

N

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

w

5. Lahan adalah suatu satuan hamparan tanah yang cukup luas.

6. Lahan Kritis adalah lahan yang secara flsik, kimia maupun biologi
mengalami kerusakan sehingga menurun fungsinya sebagai unsur
produksi dan atau pengatur tata air dan tata udara tanah dan atau
pengatur daur karbon dan dapat menimbulkan bencana.

7. Pengendalian adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencegah
penambahan luas lahan kritis, penanganan pelaksanaan rehabilitasi
lahan kritis dan pemeliharaan hasil-hasil rehabilitasi lahan kritis.

8. Rehabilitasi Lahan Kritis adalah usaha memperbaiki dan
meningkatkan kondisi lahan yang rusak agar dapat berfungsi
secara optimal baik sebagai unsur produksi, media pengatur tata
air maupun sebagai unsur perlindungan alam dan lingkungannya.

http://www.bphn.go.id/
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9. Rencana Induk Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Jawa

Barat adalah Pedoman bagi semua pihak untuk menyusun rencana
pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis yang memuat arahan lokasi,
prioritas lokasi, luas lahan, pokok kegiatan dan pihak yang
bertanggung jawab, yang tertuang dalam dokumen tertulis,
dilengkapi dengan peta berskala 1 : 250.000.

10.Rencana Pelaksanaan Pengendallan dan Rehabilitasi Lahan Kritis

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Kabupaten/Kota adalah pedoman bagi semua pihak untuk
melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan atau pencegahan
terjadinya lahan kritis, termasuk yang tidak tercakup dalam
Rencana Induk Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Jawa
Barat yang tertuang dalam dokumen tertulis, dilengkapi dengan
peta berskala 1 : 100.000.

Rencana Tahunan Pengendalian dan Rehabilitasi lahan kritis Jawa
Barat adalah penetapan sasaran yang hendak dicapai pada level
Provinsi dalam 1 (satu) tahun yang dijabarkan dalam kegiatan,
kebutuhan biaya dan pelakunya.

Rencana Teknis Tahunan Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan
Kritis Kabupaten/Kota adalah penetapan sasaran yang hendak
dicapai pada level Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun yang
dijabarkan dalam kegiatan, kebutuhan biaya dan pelakunya,
dilengkapi dengan peta.

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup
sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya
bangsa untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Kawasan Hutan adalah wilayah terter.tu yang ditunjuk dan/atau
ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya
sebagai hutan tetap.

Lahan Hutan adalah Hutan Negara yang pengelolaannya
dilaksanakan oleh Perum Perhutani, Unit Pelaksana Teknis
Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

Lahan Perkebunan Besar adalah lahan dibawah penguasaan
negara yang dikelola oleh BUMN/BUMD atau Perusahaan Swasta
yang sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) atau yang HGU-nya
sudah habis masa berlakunya dan sedang dilakukan proses
penyelesaian perpanjangannya sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku.

Tanah Negara lainnya adalah tanah negara yang tidak termasuk
sebagai kawasan hutan dan lahan Perkebunan Besar, yang hak
pengelolaannya berada pada pihak Pemerintah, baik Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun
Pemerintah Desa, termasuk di dalamnya lahan sempadan jalan dan
sempadan sungai serta sempadan pantai.

Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu,
yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman
tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi
sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi
pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk
mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi,

mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. htte://www.bphn.go.id/



